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PENETAPAN
Nomor 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;
Roni bin Muki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.07
RW. 02 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal
Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Tatik Sumartini binti Misdarto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber Waru
Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, sebagai
Pemohon II;

Yang selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut juga sebagai Para

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bondowoso dengan Nomor 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw, tanggal 13 Desember
2021, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada 18

Maret 2018 di Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber Waru Kecamatan
Binakal Kabupaten Bondowoso dengan :
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. Wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Misdarto
o Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
o Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustad Mu'i

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il disaksikan oleh kerabat

dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Muhaimin, umur 45 tahun, Agama

Islam,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Waru , Kecamatan

Binakal, Kabupaten Bondowoso dan Abdul Asis, umur 40 tahun, Agama

Islam,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Waru , Kecamatan

Binakal, Kabupaten Bondowoso ;

3. Bahwa waktu menikah status Pemohon | Duda Cerai dalam usia 24

tahun dan status Pemohon Il Janda Cerai dalam usia 29 tahun;

4, Bahwa dari perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan dikaruniai 1

orang anak bernama : Nafizatul Azizah, perempuan, umur 2 tahun ;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti

pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Akte Kelahiran anak;

6. Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il menikah tidak ada yang

mengganggu keabsahan pernikahan mereka;

7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan

mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai

sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut ;

2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada 18 Maret 2018 di Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber
Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon

penetapan lain yang seadil-adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para

Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 03

Januari 2022 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Para Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat

dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Ry ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Para
Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan
perkara Nomor 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan
ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  nomor
1076/Pdt.P/2021/ PA.Bdw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
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dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Haitami, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.l. serta Amni
Trisnawati, S.H.l., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan
tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para

Pemohon;
Ketua Majelis,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. Amni Trisnawati, S.H.l., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.
Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,00,-

p
Biaya Proses R  75.000,00,-

p
Biaya : Rp 340.000,00,-
Pemanggilan
Biaya PNBP  : Rp 20.000,00,-
Biaya : Rp 10.000,00,-
Redaksi
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 485.000,00,-
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